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ABSTRAK

Penyelesaian perselisihan hasil Pilkada merupakan persoalan yang sangat
krusial. Melalui Putusan MK No. 97/PUU-X1/2013, Mahkamah Konstitusi tidak
berwenang mengadili perselisihan hasil Pilkada karena terdapat pembedaan rezim
Pemilu dan Pilkada. Namun, berbanding terbalik dengan Putusan MK No. 85/PUU-
XX/2022 yang menyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mengadili
perselisihan hasil Pilkada secara permanen. Skripsi ini bertujuan menjawab
pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah:1) Bagaimana
konstitusionalitas penyelesaian sengketa Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi dan 2)
Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 ditinjau dari
Maslahah Mursalah.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan
pendekatan statute approach, conceptual approach dan case approach. Teknik
analisis bahan menggunakan deskriptif induktif yang disusun secara sederhana dan
sistematis menjadi data yang konkret mengenai konstitusionalitas Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang penyelesaian sengketa
pilkada. Selanjutnya data dianalisis menggunakan perspektif maslahah mursalah.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, konstitusionalitas
penyelesaian sengketa Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi tidak memiliki basis
konstitusional. Sebab dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan
bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan tentang hasil
pemilihan umum, tidak ada yang menyebutkan bahwa perselisihan hasil Pilkada
diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 ditinjau dari perspektif maslahah mursalah
perihal penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang akan dilimpahkan kepada
Mahkamah Konstitusi memiliki kemaslahatan dan kemudharatan, tetapi lebih besar
maslahatnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: pertama,
memperkuat kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil
Pilkada di dalam UUD NRI 1945 dengan melalui proses amandemen terhadapnya.
Kedua, pembentukan badan peradilan khusus sangatlah tepat dibandingkan harus
mempertahankan Mahkamah Konstitusi, karena dikhawatirkan Mahkamah
Konstitusi didominasi oleh perkara Pilkada.

Kata Kunci: Konstitusi, Pilkada, dan Maslahah Mursalah



ABSTRACT

The resolution of disputes over election results is a very crucial issue.
Through Constitutional Court Decision No. 97/PUU-X1/2013, the Constitutional
Court is not authorized to hear disputes over election results because there is a
distinction between the election and election regimes. However, it is inversely
proportional to Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XX/2022 which states
the authority of the Constitutional Court to hear disputes over election results
permanently. This thesis aims to answer the questions outlined in two problem
formulations: 1) How is the constitutionality of the settlement of Pilkada disputes
by the Constitutional Court and 2) How is the Constitutional Court Decision
Number 85/PUU-XX/2022 viewed from Maslahah Mursalah.

This research is a normative juridical research using statute approach,
conceptual approach, and case approach. The material analysis technique uses
descriptive inductive which is arranged simply and systematically into concrete
data regarding the constitutionality of the Constitutional Court Decision Number
85/PUU-XX/2022 regarding the settlement of regional election disputes.
Furthermore, the data is analyzed using the maslahah mursalah perspective.

The results of this study conclude: first, the constitutionality of the
settlement of Pilkada disputes by the Constitutional Court does not have a
constitutional basis. Because Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution
states that the Constitutional Court has the authority to hear disputes over the results
of general elections, there is no mention that disputes over Pilkada results are
examined and adjudicated by the Constitutional Court. Second, the Constitutional
Court Decision Number 85/PUU-XX/2022 viewed from the perspective of
maslahah mursalah regarding the resolution of disputes over Pilkada results that
will be delegated to the Constitutional Court has benefits and harms, but the benefits
are greater.

In line with the above conclusions, the author suggests: first, strengthening
the authority of the Constitutional Court to hear disputes over election results in the
1945 Constitution of the Republic of Indonesia through the amendment process.
Second, the establishment of a special judicial body is more appropriate than
maintaining the Constitutional Court, because it is feared that the Constitutional
Court is dominated by Pilkada cases.

Keywords: Constitution, Pilkada, and Maslahah Mursalah
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MOTTO

“Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan ku perkenan bagimu. Sesungguhnya orang-
orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada-Ku (berdoa kepada-Ku)

akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina”

(QS. Al-Mu’min/Ghafir: 60)

“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga

mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri... ”

(QS. Ar-Ra’d: 11)

“Only you can change your life. Nobody else can do it for you”
Orang lain ga akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin
tahu hanya bagian succes stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada
yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa

yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya!
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PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk Mama dan Papa tersayang, dua orang yang
paling berjasa dalam hidup saya, yang tiada hentinya melangitkan doa untuk anak-
anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, dan motivasi.
Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya. Sehat selalu dan hiduplah
lebih lama lagi, Mama dan Papa harus selalu ada di setiap perjalanan dan
pencapaian hidup saya. Tidak lupa juga untuk kedua adik saya, yang sudah ikut
serta dalam proses saya menempuh pendidikan selama ini. Terimakasih atas
semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada saya. Tumbuhlah menjadi

versi paling hebat. I love you, more.

Tak lupa juga untuk diri saya sendiri, Alya Fathia Ramadhan atas segala kerja
keras dan semangatnya, sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan

skripsi ini. Semoga saya tetap rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya...
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan
bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan
Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini
menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya

adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

g Nama Huruf Latin Nama
Arab
\ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
- Ba' B be
& Ta' T te
& $q° $ es (dengan titik di
atas)
z Jim J je
) ha (dengan titik di
c Ha H bawah)
z Kha' Kh ka dan ha
3 Dal D de
4 Zal 7 ze (denag[zg)tltlk di
D Ra' R er
) Zai Z zet
. es (dengan titik di
o Sin S ( agtas)
B Syin Sy es dan ye
es (dengan titik di
o= Sad 3 bawah)
. de (dengan titik di
o= Dad D bawah)
L ; te (dengan tiitk di
Ta T bawah)




L5 UTf Nama Huruf Latin Nama
Arab
I . zet (dengan titik di
Za 4 bawah)
g Ain ¢ koma terbalik di atas
£ Gain G ge
- Fa' F ef
3 Qaf Q qi
él Kaf K ka
J Lam L ‘el
o Mim M ‘em
8 Nun N ‘en
39 Waw \W% \W%
° Ha' H ha
3 Hamzah ¢ apostrof
&S Ya' Y ye
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah
Ditulis muta’addidah
&
Ditulis ‘iddah
C. Ta‘Marbiitah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h.
ditulis hikmah
; A p
ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam Bahasa Indonesia seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).



2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

—

=\J5 ’Y\ij‘gf ditulis Kardmah al-Auliya’
3. Bila ta‘ marbigah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah

ditulis t atau h.

Ll 563 ‘ ditulis Zakah al-Fitri
D. Vokal i’endek
1. —_ Fathah ditulis a
2. ——— Kasrah ditulis 1
3. S Dammah ditulis u
E. Vokal Panjang
1. | Fathah + alif ditulis a
Ol ditulis Istihsan
2. | Fathah + ya’ mati ditulis a
Sl ditulis Unsa
3. | Kasrah + ya’ mati ditulis 1
g-"‘}"-” ditulis al-Awani
4. | Dammah + wawu mati ditulis u
asle ditulis ‘Ulum
F. Vokal Rangkap
1. | Fathah + ya’ mati ditulis ai
ad e ditulis Gairihim
2. | Fathah + wawu mati ditulis au
Js8 ditulis Qaul

Xi



G. Vokal Pendek

yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof
eﬁiﬁ ditulis a’antum
e ditulis u’iddat
A3 8GO ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam
a. Bila diikuti Qamariyyah

o Al

ditulis

Al-Qur’an

-

il

ditulis

al-Qiyas

b. Bila diikuti hurus Syamsiyyah
Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf / (el)nya.

ditulis dengan menggunakan huruf

A

ditulis ar-Risalah

eLoall

ditulis

an-Nisa’

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ditulis

Ahl ar-Ra’yi

aaudl Jal

ditulis

Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan

sebagainya.
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b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah, dan
sebagainya

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad
Syukri Soleh, dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif, dan sebagainya.
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KATA PENGANTAR
pn Sl U oy

O Wt | i (a5 Ul 5555 Con il 25405 8 568005 5 Al 5 533 ) sl )

Sl 5 A1 80 Y S35 0 V) A Y G e Al Goalh S8 Al B A B S8 g

2 Wl A3l s dhae 1aaas

Puji syukur terhatur kepada Allah Dzat Maha Ghaffur, atas segala nikmat
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dengan lancar sampai akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap
tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan
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menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terealisasikan tanpa adanya bantuan,
dukungan, dan bimbingan dari segala pihak. Maka dari itu dengan segala

kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah ketatanegaraan Indonesia, sebelum adanya amandemen Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) lembaga

yang mempunyai kewenangan melakukan hak menguji peraturan perundang-

undangan (judicial review) adalah Mahkamah Agung (MA), tetapi kewenangan

Mahkamah Agung dalam melakukan judicial review ini hanyalah sebatas pada hak

uji terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sedangkan

kewenangan menguji suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar, UUD

NRI 1945 belum mengatur secara eksplisit mengenai lembaga yang diberi

kewenangan untuk ini.

Penyelesaian sengketa pilkada yang pada awalnya merupakan kewenangan

Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berjalannya waktu pada

tahun 2008 kewenangan terhadap penyelesaian sengketa dialihkan ke Mahkamah

Konstitusi (MK) dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang



Pemerintahan Daerah. Maka secara resmi Mahkamah Konstitusi kewenangannya
menjadi lebih luas dalam menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
(PHPU), baik PHPU anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, presiden dan

wakil presiden serta ditambah PHPU Kepala Daerah.!

Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah diatur dalam
Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang menyatakan bahwa MK mempunyai empat kewenangan konstitusional
(constitutionally  entrusted powers) dan satu kewajiban konstitusional
(constitutional obligation) yang dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a-d
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat

kewenangan diantaranya:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

3. Memutus pembubaran partai politik

! Hamdan Zoelva, “Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh
Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 3, (September 2013), hlm. 382.
https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/103 1



https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1031

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

Peradilan perselisihan hasil Pemilu di Indonesia lahir setelah amandemen
ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI
1945). Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 memberi kewenangan kepada Mahkamah
Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan untuk memutus perselisihan atau
sengketa hasil pemilu baik legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) maupun pemilu
Presiden dan Wakil Presiden. Dalam perkembangannya, kewenangan MK
mengadili sengketa hasil pemilu mengalami perluasan, meliputi juga sengketa hasil
pemilihan kepala daerah (Pilkada) sejak terjadi pengalihan wewenang mengadili

dari Mahkamah Agung.?

Perluasan kewenangan itu menandakan dua hal. Pertama, penegasan bahwa
selain menjadi pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), Mahkamah
Konstitusi juga menjalankan fungsi sebagai pengawal demokrasi (the guardian of
democracy). Dalam mengawal demokrasi, Mahkamah Konstitusi menjadi pemutus
paling akhir atas sengketa Pilkada. Peran yang demikian membuat Mahkamah

Konstitusi menyadari bahwa putusan tidak hanya menyangkut para kandidat yang

2 Widodo Heru, Hukum Acara Sengketa Pemilukada Dinamika di Mahkamah Konsitusi,
Jakarta:Konstitusi Press, 2018, hlm. 1.



berkompetisi tetapi menentukan nasib rakyat dan demokrasi terutama di daerah di
mana Pilkada digelar. Kedua, pemilihan kepala daerah menjadi berada dalam
lingkup pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945
karena hanya sengketa pemilu-lah yang menjadi kewenangan Mahkamah
Konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi harus dapat menunjukkan
performa yang lebih baik dalam proses penanganannya. Artinya, agar pelaksanaan
kewenangan ini dapat dijalankan secara optimal, dapat atau tidak Mahkamah
Konstitusi harus memiliki dan mempersiapkan dukungan yang memadai dalam

segala aspek.®

Dalam perkembangan ketatanegaraan yang terjadi sejak adanya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-X1/2013, terdapat poin penting dari amar
putusan MK a guo yaitu Mahkamah Konstitusi tetap berwenang mengadili perkara
sengketa Pilkada sampai ada undang-undang yang mengaturnya, maka dapat
dikatakan kewenangan MK dalam menangani perkara perselisihan Pilkada bersifat
sementara. Selanjutnya diterbitkan Undang-Undang Pilkada atau Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang

3 Lihat, Panduan Teknis Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi, 2011), hlm. xiii



Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi
Undang-Undang. Dalam Undang-Undang @ quo menyatakan pula sifat
kesementaraan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal menangani sengketa
perselisihan hasil Pilkada yang disebutkan bahwasannya perkara perselisihan
penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh
Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.* Dalam kurun
waktu setelah Mahkamah Konstitusi memutus terkait kewenangannya berkaitan
dengan sengketa hasil Pilkada, MK tetap memutus perkara sengketa hasil Pilkada
dengan status sementara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah masuk
ke dalam rezim pemilu yang mana memiliki asas layaknya pemilu yakni

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.®

Dalam perjalanannya MK menyelesaikan sengketa hasil Pilkada pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 sifat kewenangan yang
dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut adalah sementara, karena setelah

dibentuk Undang-Undang Pilkada atau Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

4 Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang.

5 Agustri, Amiruddin Srijaya, Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di
Indonesia, Yogyakarta: Samudra Biru, 2021, hlm. 35.



yang mengatur kesementaraan Mahkamah Konstitusi dalam hal kewenangannya

untuk menangani perselisihan hasil Pilkada sebagaimana tercantum dalam Pasal

157 ayat (3) Undang-Undang a quo “Perkara perselisihan penetapan perolehan

suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dn diadili oleh Mahkamah Konstitusi

sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Pada ketentuan pasal ini jelas

dinyatakan sifat kesementaraan MK dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada

namun yang menjadi pertanyaan adalah badan peradilan khusus kapan akan

dibentuk.

Permasalahan ini kemudian mengundang perhatian Perludem (Perkumpulan

untuk Pemilu dan Demokrasi), pada tanggal 22 Agustus 2022 Perludem

mengajukan permohonan PUU (Pengujian Undang-Undang) Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada) Pasal 157 ayat (1) “Perkara

perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”,

Pasal 157 ayat (2) “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak secara nasional”, dan Pasal 157

ayat (3) “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil



pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya

badan peradilan khusus” diujikan terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 “Negara

Indonesia adalah negara hukum”, Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 “Pemilihan

umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap

lima tahun sekali”, Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 “Mahkamah Konstitusi

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat

final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus

perselisihan tentang hasil pemilihan umum”, dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI

1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Perludem menilai bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

merugikan hak konstitusional karena Pasal a quo yang memerintahkan

pembentukan badan peradilan khusus untuk menangani perkara perselisihan hasil

Pilkada, ternyata hingga saat ini belum ditindaklanjuti. Belum dibentuknya badan

peradilan khusus tersebut menurut Perludem berpotensi menggagalkan salah satu

tahap dalam proses penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota,

yaitu tahapan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada. Kemudian pada hari Kamis,



tanggal 29 September 2022 hakim MK melalui sidang terbuka telah menyampaikan
permohonan yang disampaikan oleh Perludem disidangkan dalam perkara nomor
85/PUU-XX/2022 dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK
Nomor 85/PUU-XX/2022, dalam amarnya menyatakan bahwa pasal-pasal dalam
UU Pilkada yang dimohonkan oleh Perludem bertentangan dengan UUD NRI 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.® Maka dari putusan tersebut dapat
dinyatakan secara tegas bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus

sengketa Pilkada pasca Putusan a quo bersifat permanen.

Dalam Islam, menetapkan suatu putusan harus berlandaskan pada aturan
syari’ yang terdapat dalam Alquran, Hadis, ataupun Qiyas, jikalau tidak ada dalil
khusus yang melarang hal tersebut, yang penting sesuai dengan tujuan syari’. Maka
bagi pembuat suatu putusan harus berlandaskan pada kemaslahatan yang tidak
diatur dalam al-Quran, al-Sunnah, maupun ijmak, kemaslahatan ini dikenal dengan

istilah al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan semata-mata).’

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan

penelitian tentang Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

& Amar Putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022
" Oman Fathurohman sw., Pengantar llmu Figh Ushul Figh, Yogyakarta: Lembaga Studi
Filsafat Islam, 1994, hlm. 116.



85/PUU-XX/2022 Tentang Penyelesaian Sengketa Pilkada Perspektif

Maslahah Mursalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa

permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1.  Bagaimana konstitusionalitas penyelesaian sengketa Pilkada oleh Mahkamah
Konstitusi?
2.  Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 ditinjau

dari maslahah mursalah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
Selaras dengan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, tujuan
yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah:
a.  Untuk mengetahui konstitusionalitas penyelesaian sengketa Pilkada
oleh Mahkamah Konstitusi.
b.  Untuk mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-

XX/2022 yang ditinjau dari maslahah mursalah.

2. Kegunaan Penelitian
Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini akan

memperoleh manfaat dan kegunaan sebagai berikut:
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a.  Kegunaan Teoritik
Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan memperkaya ilmu
pengetahuan di bidang hukum serta untuk menambah wawasan bagi
penulis, akademisi maupun masyarakat umum dalam bidang ilmu
ketatanegaraan.
b.  Kegunaan Praktis
Sebagai sarana pemikiran dan bahan pertimbangan dalam upaya
pembaharuan hukum nasional, serta diharapkan mampu menjadi bahan
evaluasi bagi pemerintah khususnya lembaga legislatif dalam

menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai wakil rakyat.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil
penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki
keterkaitan dengan penelitian sebuah karya ilmiah yang sangat penting untuk
dilakukan. Setelah melakukan [literatur review terkait judul mengenai
Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022
tentang Penyelesaian Sengketa Pilkada Perspektif Maslahah Mursalah ditemukan
beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa Pilkada yakni:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Fachrizal dengan judul “Implementasi
Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil

Pilkada”.® Penelitian ini menjelaskan alasan serta asumsi yuridis mengenai

8 Fachrizal, “Implementasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan
Sengketa Hasil Pilkada”. Skripsi. (Jakarta: [lmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Syarif
Hidayatullah, 2017).
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bagaimana Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan hingga memutus
perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang mana perkara sengketa hasil
pemilihan kepala daerah bisa diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dengan syarat
selisih suara penggugat dengan pemenang Pilkada maksimum 2% dan membahas
UU Pilkada yang melatarbelakangi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan
skripsi yang akan penulis teliti berkaitan dengan Konstitusionalitas Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang Penyelesaian Sengketa
Pilkada Perspektif Maslahah Mursalah.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Jentel Chairnosia dengan judul
“Penghapusan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Sengketa
Pemilukada (Analisis Putusan MK No. 97/PUU-XX/2013”.° Penelitian ini
menjelaskan mengenai alasan serta asumsi yang bersifat yuridis mengenai
pemindahan kewenangan memutus perkara Pilkada yang mana di dalamnya
mencakup pembahasan tentang sistem kewenangan yang dianut oleh Mahkamah
Konstitusi khusus dalam menangani sengketa rezim Pemilu secara general kepada
Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg). Sehingga dalam
implementasinya Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangannya yang
menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang memutus perkara
Pemilukada. Sedangkan skripsi yang akan penulis teliti berkaitan dengan
Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

tentang Penyelesaian Sengketa Pilkada Perspektif Maslahah Mursalah.

® Jentel Chairnosia, “Penghapusan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara
Sengketa Pemilukada (Analisis Putusan MK No.97/PUU-XX/2013)”. Skripsi. (Jakarta: Ilmu
Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2014).
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Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Sigit Setiawan dengan judul “Inkonsistensi
Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilihan
Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan MK Nomor 072-073/PUU-11/2004 dan
97/PUU.X1/2013”.1° Penelitian ini menjelaskan alasan serta asumsi yang bersifat
yuridis mengenai ketidakpastian hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi
berkaitan dengan kewenangannya memutus perkara sengketa hasil pemilihan
kepala daerah yang mana melalui Putusan MK No.97/PUU-X1/2013, Mahkamah
Konstitusi membatalkan kewenengannya untuk memutus perkara sengketa hasil
pemilihan kepala daerah karena dianggap pemilihan kepala daerah bukan rezim
pemilu. Sedangkan skripsi yang akan penulis teliti berkaitan dengan
Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022
tentang Penyelesaian Sengketa Pilkada Perspektif Maslahah Mursalah.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Hendra Sudrajat dengan judul
“Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengadili Perselisihan Hasil Pemilukada”.'!
Penelitian ini menjelaskan secara detail terkait sejarah kewenangan Mahkamah
Konstitusi mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan kepala
daerah yang semula adalah kewenangan dari Mahkamah A gung kemudian menjadi
kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, ketentuan ini telah ditetapkan dalam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana

10 Sigit Setiawan, “Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan
Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan MK Nomor 072-073/PUU-
1172004 dan 97/PUU.XI/2013). Skripsi. (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

11 Hendra Sudrajat, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengadili Perselisihan Hasil
Pemilukada”, Jurnal Konstitusi, Vol. 7. No. 4, (Agustus 2010), hlm. 167.
https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/748/238
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dinyatakan dalam Pasal 263C Undang-Undang a quo penanganan sengketa hasil
perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh
Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan
belas) bulan sejak undang-undang tersebut diundangkan. Sedangkan skripsi yang
akan penulis teliti berkaitan dengan Konstitusionalitas Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang Penyelesaian Sengketa Pilkada
Perspektif Maslahah Mursalah.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Hamdan Zoelva dengan judul “Problematika
Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi”.*? Penelitian
ini menjelaskan bahwa Pemilukada dinyatakan sebagai bagian dari rezim hukum
pemilu berdasarkan Pasal 263C UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan
Daerah, maka wewenang untuk mengadili sengketa Pemilukada dialihkan menjadi
domain Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya ditangani oleh Mahkamah Agung.
Dalam perkembangannya, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa
Pemilukada tidak hanya dimaknai secara tekstual yaitu sekedar memutus
perselisihan hasil perhitungan suara Pemilukada, tetapi juga mempertimbangkan
pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Sedangkan skripsi yang akan penulis teliti
berkaitan dengan Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
85/PUU-XX/2022 tentang Penyelesaian Sengketa Pilkada Persepektif Maslahah

Mursalah.

12 Hamdan Zoelva, ‘Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh
Mahkamah Konstitusi’, Jurnal Konstitusi, Vol.10. No.3 (September 2016), hlm. 377.
<https://doi.org/10.31078/jk1031>.
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E. Kerangka Teoritik

Suatu teori dalam penelitian berguna untuk menjelaskan, menginterpretasi,
dan memahami suatu gejala atau fenomena yang ditemukan dari hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan dua teori yang akan dijadikan bahan kajian, yaitu:

1. Konsep The Guardian of Democracy

Konsep The Guradian of Democracy dipakai untuk menjawab
rumusan masalah pertama, bagaimana konstitusionalitas penyelesaian
sengketa Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi. Fungsi dan peran utama
Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna menegakkan prinsip
konstitusionalisme hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara
yang mengakomodir pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem
ketatanegaraannya.'® Dalam konteks pembentukan Mahkamah Konstitusi di
Indonesia, pada prinsipnya dimaksud untuk menjaga dan memperkuat
dasar-dasar konstitusionalisme sebuah perundang-undangan. Artinya,
Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan otoritas
untuk menafsirkan sebuah konstitusi dan untuk menyelesaikan sengketa
yang timbul antar lembaga negara. Hal ini merupakan upaya untuk
mendorong dan menciptakan sistem ketatanegaraan yang demokratis.'*

Keberadaan Mahkamah Konstitusi diidealkan sebagai pengawal

konstitusi (the guardian of the constitutional) terkait empat wewenang dan

13 Janedjri M. Gaffar, Kedudukan, Fungsi dan Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Surakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
2009, him. 11.

14 Bachtiar, Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian
Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015, hlm 107.
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satu kewajiban yang dimilikinya. Hal itu membawa konsekuensi
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir konstitusi (the sole
interpreter of the constitutional). Menurut Jimly Asshiddigie, Mahkamah
Konstitusi sebagaimana yang diadopsi dalam UUD NRI 1945 memiliki dua
fungsi ideal yaitu: Pertama, Mahkamah Konstitusi dikontruksi sebagai
pengawal konstitusi berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan,
membimbing, serta memastikan bahwa UUD NRI 1945 dijalankan dengan
sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara dan subjek hukum konstitusi
lainnya seperti warga negara, supaya nilai-nilai yang terkandung
didalamnya, dijalankan dengan benar dan bertanggungjawab. Kedua,
Mahkamah Konstitusi juga harus bertindak sebagai penafsir, sebab
Mahkamah Konstitusi dikontruksikan sebagai lembaga tertinggi satu-
satunya penafsir resmi UUD NRI 1945. Melalui fungsinya yang kedua ini
Mahkamah Konstitusi berfungsi menutupi segala kelemahan dan/atau
kekurangan yang terdapat di dalam UUD NRI 1945.1°

Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan
negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi
adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi
sehingga menjadi hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu,
Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (the

guardian of the democracy), pelindung hak konstitusional warga negara (the

15 Soimin, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta:
UII Press, 2013, hlm. 51.
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protector of the citizens contitutional right), serta pelindung hak asasi
manusia (the protector of human rights).*°
2. Konsep Maslahah Mursalah

Konsep Maslahah Mursalah dipakai karena relevan dengan
rumusan masalah kedua, Maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan
yang tidak dipengaruhi oleh syara’ dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang
menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sementara jika
dikerjakan akan mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan. Pada dasarnya
maslahah mursalah digunakan untuk mengatur dan mengendalikan
persoalan-persoalan yang tidak diatur dalam nash Alquran dan Hadis. Oleh
karena itu, pembentukan hukum dengan cara maslahah mursalah semata-
mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam arti untuk
mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan bagi manusia.

Maslahah mursalah digunakan dalam menetapkan hukum jika: 1)
maslahah itu bersifat esensial atas dasar penelitian, dengan melalui analisis
dan kajian yang mendalam, sehingga penetapan hukum terhadap masalah
benar-benar memberi manfaat dan menghindarkan mudarat; 2) maslahah
bersifat umum, bukan berdasarkan kepentingan perorangan, tetapi untuk
kepentingan orang banyak; 3) maslahah tidak bertentangan dengan nash dan

terpenuhinya kepentingan hidup manusia serta terhindar dari kesulitan.!’

16 Ni’matul Huda, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2008, hlm. 256.

1 Usman Jafar, Hukum Tata Negara Islam Refleksi Pemikiran Atas Sejarah, Ajaran, Dan
Ketatanegaraan Islam, Makassar: Gunadarma Ilmu, 2021, hlm. 16.
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Ketetapan hukum terhadap suatu masalah yang didasarkan pada
maslahah mursalah dalam praktik ijtihad merupakan suatu metode yang
memberi kesempatan luas untuk mengembangkan hukum dalam bidang
muamalah. Mengingat nash-nash yang berkaitan dengan muamalah pada
dasarnya bersifat universal atau global, dalam arti menjelaskan prinsip-
prinsipnya. Sementara pola hidup manusia selalu berubah, berkembang, dan
bersifat kompleks. Dengan demikian metode ini sangat efektif untuk
melahirkan hukum-hukum yang berkaitan dengan kepentingan manusia,
seperti peraturan yang mencegah penistaan agama, peraturan-peraturan
yang berkaitan dengan pemeliharaan hak-hak kepemilikan harta, keturunan,
perundang-undangan dalam bidang kenegaraan, hubungan antara negara
dan bangsa, ekonomi, dan perdagangan, pertanian, industri lingkungan
hidup, keamanan dan ketertiban dalam bidang lalu lintas, pendidikan dan

kebudayaan, kesehatan, dan sebagainya.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis

dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan

sistematis. Oleh sebab itu, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang
merupakan penelitian dengan cara mengambil sumber data dari putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, serta referensi buku-buku,
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artikel, jurnal, dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan
Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

tentang Penyelesaian Sengketa Pilkada Perspektif Maslahah Mursalah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, Ronny Haniatjo
Soemitro menyatakan bahwa suatu penelitian yang berusaha untuk
memberikan gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum tertentu serta praktik
pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang
diamati.*® Penulis kemudian mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan
dengan Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-
XX/2022 tentang penyelesaian sengketa Pilkada dalam perspektif maslahah
mursalah. Penulis selanjutnya melakukan analisis data menggunakan

pandangan syariah Islam yaitu maslahah mursalah.

3. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum,
mengatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu kegiatan know-how dalam
ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Penelitian hukum sebagai kegiatan
know-how maka penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum
yang dihadapi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif

adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip

18 Ronny Haniatjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, Jakarta:PT Ghalia
Indonesia, 1990, hlm. 78.



19

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang
dihadapi.®

Pendekatan penelitian merupakan cara kerja atau tata cara kerja untuk
memahami objek yang menjadi sasaran daripada ilmu pengetahuan yang
bersangkutan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan turunan dari
yuridis normatif atau doktrinal, guna menjawab permasalahan yang akan
diteliti. Pendekatan tersebut, yaitu: 1) pendekatan peraturan perundang-
undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah mekanisme
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang badan
peradilan khusus pemilihan kepala daerah tidak lagi ada; 2) pendekatan
konseptual (conceptual approach) dilakukan dengan mengkaji konsep
hukum, pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan kewenangan
Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pilkada; dan 3)
pendekatan kasus (case approach) dilakukan wuntuk mengkaji dan
menganalisis terkait dengan penyelesaian sengketa pilkada oleh Mahkamah

Konstitusi.
Sumber Data
Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari studi

kepustakaan (l/iteratur review) baik berupa undang-undang, artikel, jurnal,

dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder

35

19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, him.
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berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap untuk memperkuat hasil

penulisan. Jenis data sekunder terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang

mengikat yang terdiri dari:

1y

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
beserta perubahannya;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-X1/2013;
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-
XVII1/2019; dan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.

b. Bahan Hukum Sekunder
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Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang
menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri
dari literatur-literatur kepustakaan, hasil-hasil penelitian, hasil karya
ilmiah, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa
kamus dan ensiklopedia. Bahan hukum tersier dari penelitian ini
adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, tulisan

lepas, dan lain-lain.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berguna sebagai bahan penjelas lebih lanjut
mengenai penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Pertama kali yang harus
dilakukan yaitu analisis peraturan yang berkaitan dengan Konstitusionalitas
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang
penyelesaian sengketa pilkada. Selanjutnya, melakukan literatur research
yang diperoleh dari skripsi, artikel, jurnal, buku-buku, serta karya ilmiah yang
berkaitan dengan Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
85/PUU-XX/2022 tentang penyelesaian sengketa pilkada perspektif

maslahah mursalah.

Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut

Sugiyono, metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti
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pada kondisi subjek yang alamiah dan analisis data bersifat induktif dan hasil
penelitian kualitatif berfokus terhadap makna dibandingkan dengan

generalisasi.?

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini merujuk pada pedoman penulisan skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta. Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang memiliki
keterkaitan dan merupakan satu kesatuan. Untuk mempermudah dalam memahami
materi skripsi ini, penulis membuat sistematika penjelasan pembahasan sebagai

berikut:

Bab Pertama adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang
permasalahan atau fenomena yang akan diteliti dan rencana penelitian. Bagian ini
meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, telaah pustaka,

kerangka teori, metode penelitian sampai dengan sistematika pembahasan.

Bab Kedua adalah bagian pengembangan landasan teori atau penjabaran
lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori yang mendeskripsikan teori yang akan
digunakan dalam penelitian ini yaitu tentang konsep the guardian of democracy dan

konsep maslahah mursalah.

Bab Ketiga merupakan bagian yang membahas mengenai sejarah sengketa

Pilkada dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.

2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung:PT Alfabet,
2016.



23

Bab Keempat merupakan bagian yang membahas mengenai tinjauan umum
dan analisis data yang merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah terkait
Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

tentang penyelesaian sengketa Pilkada perspektif maslahah mursalah.

Bab Kelima merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan atas
permasalahan atau fenomena yang terjadi dan saran-saran yang ditulis secara

ringkas dan jelas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab

sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

I.

Mahkamah Konstitusi dikontruksi sebagai pengawal konstitusi yang
berfungsi  untuk  menjamin, mendorong,  mengarahkan,
membimbing, serta memastikan bahwa UUD NRI 1945 dijalankan
dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara dan subjek
hukum konstitusi lainnya, seperti warga negara supaya nilai-nilai
terkandung  didalamnya  dijalankan dengan  benar dan
bertanggungjawab. Konstitusionalitas penyelesaian  sengketa
Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi tidak memiliki basis
konstitusional. Sebab dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945
menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili
perselisihan tentang hasil pemilihan umum, tidak ada yang
menyebutkan bahwa perselisihan hasil Pilkada diperiksa dan diadili
oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi tidak
konsisten dengan Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 yang
dimana Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan dalam
mengadili perselisihan hasil Pilkada sampai ada undang-undang
yang mengaturnya. Kemudian terbit UU Nomor 10 Tahun 2016

dalam Pasal 157 ayat (3) menyatakan sifat kesementaraan

100
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kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal menangani sengketa
perselisihan hasil Pilkada diperiksa dan diadili oleh Mahkamah
Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus. Di tahun
2023, Mahkamah Konstitusi mengingkari putusan sebelumnya yang
dimana kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan hasil
Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi bersifat permanen dan
dibatalkannya juga Badan Peradilan Khusus Pilkada.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 perspektif
maslahah mursalah ditemukanlah bahwa penyelesaian sengketa
hasil Pilkada yang akan dilimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi
memiliki kemaslahatan dan kemudharatan. Maslahah Mursalah
diarahkan untuk menekankan aspek kebermanfaatan atau
kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, karena aspek
penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang akan dilimpahkan kepada
Mahkamah Konstitusi lebih dominan kemaslahatannya, yaitu
dengan dialihkannya kewenangan ini ke dalam badan peradilan
khusus, tentunya sebagai langkah preventif dalam terbukanya ruang-
ruang kerusakan sehingga tumbuhlah kemaslahatan yang
proporsional. Sedangkan sisi mudharatnya pembengkakan tugas

pada Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menyarankan perlu

adanya keseriusan untuk membentuk badan peradilan khusus yang
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berwenang mengadili penyelesaian sengketa Pilkada supaya sengketa
pilkada tidak dibebankan kepada Mahkamah Konstitusi dengan menggagas
tahapan penyusunan rencana atau konsep mengenai badan peradilan khusus,
dasar hukum pembentukannya, dan kerangka hukum penyelesaian sengketa
hasil Pilkada oleh sebuah badan peradilan khusus oleh Presiden/Pemerintah
dan DPR. Pembentukan badan peradilan khusus tersebut harus sudah dibuat
sebelum proses pelaksanaan Pilkada yang akan datang. Tentunya agar
penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pilkada memiliki kepastian hukum
baik dari segi kelembagaan dan kewenangannya, pelaksanaan yang optimal

untuk kelancaran Pilkada yang demokratis.
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